
 

 
 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH 

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008 

 
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO 

NOMOR   11   TAHUN  2008 

 
TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH                           

KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 13 TAHUN 2006 

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA 

CETAK KARTU  TANDA PENDUDUK DAN AKTA 

CATATAN SIPIL  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SAWAHLUNTO, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata 

pemerintahan yang baik terutama 

pelayanan terhadap masyarakat, 
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Pemerintah Daerah dirasa perlu 

memberikan pelayanan penerbitan Kartu 

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

secara gratis; 

b. bahwa untuk pemberian pelayanan Kartu 

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

secara gratis dimaksud bertentangan 

dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 

Penduduk dan Akta Catatan Sipil sehingga 

perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a  dan 

huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah; 

 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah 
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Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, 

Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung 

dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 59); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 

125,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
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